
Mengingat: 1. Undaog-Undang Nomor 16 Ta.bun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerab Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propiruri Jawa Timur, .Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerab lstimewa Yogyakarta; 

2. Undan.g-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Neg;ara 
Repub)ik Indonesia Nomor 4444); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahuo 2007 t.entang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724): 

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizi.oan dan 
Non Perizioan dan sesuai dengan tugas dan fungsi 
Dinas Perdagang.an Kota Semarang untuk 
melaksanakan pembinaan dan peng;awasan 
sebagaimana diatur di dalam Peramran Walikota 
Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang 
serta untuk menjamin keadilan dan kepastiao hukum 
dalam kegiatan pergudangan, maka perlu mengatur 
kegiatan penataan, permnan, dan pembinaan 
pergudangan di Kota Semarang; 

b. be.hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud daJam hu:ruf a, maka perlu cbbentuk 
Peraturan Walikota tentang Penataan, Perizinan dan 
Pembinaan Usaha Perguda.ngan; 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

WALlKCYfA SEMARANG, 

PERATURAN WAUKOTA SEMARANG 

NOMOR L/1 TAHUN 2017 
TENT ANG 

PENATAAN, PERIZ1NAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN PERGUDANGAN 

WALIKOTA SEMARANG 
PROVTNSI .JAWA TENGAH 

J. ~t .44 1v 
.. /n•--i. 



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usa.ha Mikro. Kecil dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Uodang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahnn 2014 Nomor 45 Tambahan Lemba.ran Negara 
Republik rndonesiaNomor 5512); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); · 

11 . Peraturan Pemerintab Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat lI Semarang 
(Lembaran Negara Republik lodonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepubJik 
Indonesia Nomor 3079); 

12. Peraturan Pemerintab Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayab Kabupaten­ 
kabupat.en Daerah Tingkat Il Purbalingga. Cilacap, 
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penat:aan 
Kecamatan di Wilayah Kotama.dya Daerah Tingkat ll 
Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat l 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 



' ' 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan clan Pengawa.san 
PenyeJenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
N'ega.ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 4,593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahon 2012 ten tang 
lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndooesia 
Nomor 5357); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 t.entang 
Peraturan Pelaksauaao Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lemharan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199). 

17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tab un 2006 tentang 
Pengendalian Linglrungan Hidup (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
18) 

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35); 

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tabun 
2011 tentang ljin Gangguan (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahuo 2011 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Daerab Kota Semarang Nomor 65); 

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruaog Wilayah Kota 
Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang NomOT 61); 

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 
2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan 
Masuk (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahuo 
201 l Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerab Kota 
Semarang Nomor 67); 

22. Peraturan Daer-db Kota Semarang Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
93); 

23. Peraturan Mente.ri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 



BABl 
KETENTUAN UMUM 

PasaJ 1 
OaJam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kota Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalab Walikota sebagai unsur penyelengpra 

Pemerintahan Oaerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wah1mta adalah Walikota Semarang, 
4. Pemngkat Daerah ada.lah unsur pembantu Walikota dan ~'80 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewen.angan OaemJi. 

5. Dinas adalah Oinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang Perdagangan Kota Semarang. 

6. Kepa]a Dinas adalab Kepala Oinas yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Perdagangan Kata Semarang. 

7. Dinas yang roenyelenggarakan urusan pemerintaban bidang peri2inan 
adalah Dinas yang menyelengprakao urusan pemerintahao bidang 
Pelayanan Terpa.du Satu Pintu (PJ'S~ Kota Semarang. 

8. Kepala Dinas yang menyeleoggarakan urusan pemerintahao bidaog 
perizinan adalah Kepa.la Dinas yang menyclenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pin.tu (PTSP1 Kota 
Semarang. 

PENATAAN, 
KEGIATAN 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan: PERATURAN WAUKOTA TENTANG 

PERIZINAN DAN PEMBINAAN 
PERGUDANGAN. 

24. Peraturan Ment.eri DaJam Negeri Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Pedoman Organ.isasi dan Tata.kerja 
Unit Pelayanan Pcrizinan Terpadu di Daerah; 

25. Peraturan Ment.eri Perdagangan Nomor 90/M­ 
DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan 
Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M­ 
OAG/PER/ 12/2014 tentang Penataan dan 
Pembinaan Gudang Penataan dan Pembinaan 
Gudang; 

26. Peraturan Walik.ota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pcngendalian Llngkungan H:idup (Serita Daerah Kota 
Semarang Tahun 2009 Nomor 5); 



9. Pernerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Tengah. 

10. Gubemur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
1 t. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

Perda.g;.tn~ Provinsi adalah Oinas yang menye1enggarakan urusan 
pemerintahan bidang Perdaga:olJlll Provinsi Provinsi Ja wa Tengah. 

12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggamkan urusan 
pemerintaban bidang Perdagangan, 

13. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha M"dik 
Negara (BUMN), atau Bad.an Usaha Milik Daerab (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi ma8$3, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak i:nvestasi kolektif dan 
bentuk usa.ha tetap. 

14. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup 
dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh 
umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan 
ha.rang yang hanya digunakan sebagai sarana usaha perdagangan 
dan tidak untuk kebutuban industri maupun kebutu.ban sendiri. 

15. Oudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan 
tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan 
pendingin. 

16. Gudang terbuka ada1ah gudang yang merupakan lahan terbuka 
dengan batas-batas tertentu. 

17. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat 
khusus untu.k menyimpan ha.rang dalam bentuk cair, gas, curah 
atau biji-bijian, yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, 
aluminium, beton atau dari kayu. yang fungsi dan kekuatannya 
disesuaikan dengan karakteristik ba:rangyang disimpan. 

18. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut dengan TOG 
adalah bukti pendaftaran gudang yang diterbitkan Pemerintah 
Daerah kepada pemilik/pengguna gudang. 

19 . .Pelaku Usa.ha adalah setiap orang perseorangan warga negara 
Indonesia atau bad.an us.a.ha yang berbentuk' badan hukum atau 
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam 
wilayah bukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
melakukan keg.iatan di bidang Perdagangan. 

20. Pemilik gudang adalah perorangan atau badan usaha yang 
memiliki gudang baik unruk dikelola sendiri mauun untuk 
disewakan. 

21. Peng\!lola gudang adalah pelaku usaha yang melakukao usaha 
penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik 
gudang milik sendiri maupun gudang millk pihak lain. 

22. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang Lerkait dengan 
transaksi barang dan/atau jasa di daJam negeri. clan melampaui 
batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang 
dan/atau Jasa untuk mempe.roleh imbalan atau kompensasi. 



Pasal 3 
Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi: 
a. penataan pergudangan; 

b. persyaratan dan tata cara penerbitan TDG; 
c. hak, kewajiban, dan larangan; 
d .. pelaporan; 

e. pembinaao dan pengawasan; dan 
f. sanksi admi.nistratif. 

Pasal 2 
Peraturan Walikota ini dimaksudkan rmtuk memberikan arahan dan 
pedoman bagi. Pemerintab Daerah dalam kegiatan pergudangan yang 
dimaksudkan sebagai sarana untnk mendukung usaha perdaga.ngan 
yang meliputi: 
a. penataan; 
b. pe.rizinan; 

c. pemhinaan yang termasu.k di dalamoya kegiata.n pengawasan dan 
pengendalian; dan 

d. penegakan hukum. 

23. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak 
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat 
dihabiskan rnaupun t:idak dapat dihabiskan, dan dapat 
diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleb 
konsumen atau Pelaku Usaha 

24. Jasa adalah setiap layanan dan unju.k kerja berbentuk pekerjaan 
atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu 
pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 
konsumen atau Pelaku Usaha. 

25. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung 
atau tidak langsung kepada konsumen. 

26. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang selanjutnya 
disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleb Pemerintah 
Daerab untuk menyataka.n kelaikan fungsi suatu bangunan 
gedung baik secara administratif maupun telmis sebelum 
pemanfaatannya. 

27. Kawasan lndustri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan 
lndustri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pen-unjang 
yang clikembangkan dan dike1ola oleh Perusabaan Kawasan 
lndustri. 
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Pasal6 
(1) Gu dang yang ditetapkan berada pada k:awasan industri dan 

pergudangan terdiri dari: 

a. gudang tertutup; dan 
b. gudang terbuka. 

(2) Gudang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
digolongkan atas: 
a. Gudang Tertutup Golongan A, dengao kriteria: 

1. luas lebih dari 500 M2 (lima ratus meter persegi) sampai 
dengan 1.000 M2 (seribu meter persegi); dan 

2. kapasitas penyimpanan lebih dari 360 M3 (tiga ratus enam 
puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 M3 (tiga ribu enam 
ratus meter kubik). 

b. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria: 
1. luas di atas 1.000 M2 (seribu meter persegi) sampai deng:an 

2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi); dan 

Bagian Kedua 
Penataan Gudang pada Kawasan Industri dan Pergudangan 

Pasal 5 
Penetapan lokasi gudang pada kawasan industri dan pergudangan 
me:mpertimbangkan: 
a. aksesbilitas/arus lalu. Iintas; 

b. hanya di lokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau 
kolektor; dan 

c. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur, 

Pasal4 
(I) Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku lJsaha seeara sendiri-sendiri 

atau bersama-eama mengembangkan gudang sebagai sarana 
perdagangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang yang 
diperdagangkan di Daerah. 

(2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penataan lokasi gudang 
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) terdiri atas; 

a. penataan gudang pada kawasan industri dan pergudangan; dan 
b. penataan gudang di luar kawasan industri dan pergudangan. 

(3) Penataan lokasi gudang sebagaimana diroaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang yang telah 
ditetaplam Pemerintab Daerah. 

BAB II 
PENATAAN PERGUOANGAN 

Bagian Kesatu 
Umum 



Bagian Keempat 
Gudang yang disediakan Pemerintab_ Daerah 

Pasal 8 
(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Gudang yang diperlukan 

untuk menja.min ketersed:iaan barang kebutnhan pokok ra.kyat. 
(2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bersifat tertutup clan 

jnmlab barang kebutuhan pokok rakyat yang disimpan 
dikategorikan sebagai data yang digunakan secara terbatas. 

(3) Penataan lokasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
dilakukan pada: 
a. kawasan industri dan pergudangan; dan 

b. di luar kawasan industri dan pergudangan, 

Bagian Ketiga 
Penataan Gudang di Luar Ka~'3.Sa.D lndustri dan Pergudangan 

Pasal 7 
Gu.dang yang dit.etapkan berada di Iuar kawasan industri dan 
pergadangan merupakan gudang tertutup dengan kriteria: 
a. luas gudang sampai dengan 500 M2 (lima ratus meter persegil 

sesuai dengan ketentuan Reneana Tata Ruang yang telah 
ditetapkan Peroerintah Daerah; 

b. godang yang merupakan fasilitas pendukung pada sarana 
perdagangan dan jasa; 

c. bangunan gudang menyatu/berada pada satu bangunan yang 
digunakan sebagai usaha/kantor; dan 

d. menggunakan fasilitas angkutao barang dalam kota, 

2. kapasitas penyimpanan antara 3.600 M3 (tiga ribu enam 
ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 M3 (sembilan ribu 
meter k:u bik). 

c, Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria: 
1. luas di atas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter pe.rsegi); dan 
2. kapasitas peoyimpanan di atas 9.000 M3 (sembilan ribu meter 

kubik}. 
d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria: 

l. Gudang bcrbentuk Silo atau Tangki; dan 
2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 M3 (tujub ratus 

enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus meter 
ton). 

(3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
berupa gudang terbuka dengan kriteria luas di atas 9.000 M3 
(sembilan ribu meter kubik). 



Pa.sal 9 
(1) Pc.milik/Pengguna Gudang/Pelaku Usaha wajib memiliki TOG. 
(2) TOG sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai 

dengan aJamat tempat/domisili Gudang. 
(3) TOG sebagaima.na dimaksud pada ayat ( l) berlaku se1ama Gudang 

tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang 
dipen:lagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun. 

(4} Pemilik/Pengguna Gudang/Pe1aku Usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melakukan pendaftaran gudang berdasarkan 
golongan, luas dan kapasitas penyirnpanan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 6 dan Pasal 7. 

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi administratif: 

a. tegura.n/peringatan tertulis dengan disertai perintah untuk 
mengurus TOG; 

b. paksaao pemerintah yang berupa penghentian semeotara. 
kegiatan pergudangan; 

c. pembekuan sementara waktu izin usaha di bidang 
perdagangan; dan/atau 

d. pencabutan izin usaha di bidang perdagangan. 
(6) Kewenangan menjatubkan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) diserahkan Walikota kepada: 
a. Kepala Dinas untuJc jenis sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada. ayat (5) huruf a dan huruf b; 
b. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang periz1nan untu.k jenis sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) buruf c dan huruf d. 

(7) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis denga:n disertaei 
perintah untuk mengurus TOO sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf a dilaksanakan secara bertahap: 
a. Teguran/Peringatan Tertulis I (Kesa.tu) untuk jangka waktu IO 

(sepuluh} hari kalender terhitung sejak diterimanya 
Teguran / Peringatan Tertulis I oleh Pelaku Usaha/ 
Pemilik/Pengguna/PengeloJa Guda.ng/kaJyawan; 

b. Teguran/Peringatan Tertulis II (Kedua) untuk jangka waktu IO 
(sepuluh) bari kalender sejak diterimanya Teguran/Peringatan 
Tertulis 11 oleb Pelaku Usaha/Pemilik/Pengguna/Pengelola 
Gudang/karyawan; dan 

c. Tegm:an/Peringatan Tertulis m (Ketiga) untukjangka waktu 10 
(sepuluh) hari kalender sejak diterimanya Teguran/Peringatan 
Tertulis JU oleh Pelaku Usaha/Pemilik/Peogguna/Pengelola 
Gudang/karyawan. 

BAB ID 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBJTAN TOG 

Bagian Kesatu 
Umum 



Pasal JO 
(1) Pemilik/Pengguna Gudan.gfPelalru Usaha mengajukan permohonan 

TOG kepada Walilrota. 
(2) Walikota berwenang mengabulkan dan menolak untuk menerbitkan 

TOO yang diajukan Pemilik/Pengguna Gudang/Pelaku Usaba 
berdasarkan ketentuan persyaratan administratif sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Walikota ini 

, (3) Kewenangan mengabulkan dan menolak uotuk menerbitkan TOO 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d.isera.bkan Walikota kepada 
Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintaban bidang 

perizinan. 
Bagian Kedua 

Persyaratan dao Tata Cara Penerbitan TOG 

PasaJ ll 
(11 Permohonan TOO diajukan kepada Kepala Dinas .Yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dengan 
Jlj 

(8) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Petugas Peogawas 
sebagaimaoa dimaksud dalam Peraturan Walikota mi. 

(9) Jika Teguran/Peringatan Tertulis DI (Ketiga) tidak ditaati, maka 
Pelaku Usaha/Pemilik/Pengguna Gudang dikenai sanksi 
administatif paksaan pemerintah yang berupa penghentian 
sementara kegiatan pergudangan sebagairnana dimaksud pada 
ayat (5} huruf b. 

(10) Pengenaan Sanksi adrninistratif paksaan pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan cara: 
a. menyerahkan Keputusan Sanksi admioistratif Paksaan 

Pemerintah kepada PeJaku Usaha/Pemilik/Pengguna Gudang; 
dan 

b. melakukan penandaan berupa pita kuning/stiker/pa-pan. 
(11) Jangka waktu penandaan/pemberian tanda sanksi admioistratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berlaku sampai 
dengan TOG t.elah diterbitkan. 

(12) Apabila daJam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 
penandaan berupa pita kuning/stiker/papan, Pelaku 
Usaha/Pemilik/Pengguna Gudang tidak mengurus TOG, Petugas 
Pengawas melaporkan kepada Kepala Dinas, unruk mengusul.kan: 
a. kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan 

penegakan hukum pidana sesuai ketentuan peratirran 
perundang-undangan; atau 

b. kepada Dinas yang menyelenggarakan urosan pemerintaban 
bid.ang _perizinan untuk membekukan sementara waktu izin 
usahanya sampai dengan TOO dit:erl>it:kan. 

(13) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 
pembekuan izin usahanya. Pelaku Usaha/Pemilik/Pengguna 
Gudang tidak mengurus TOO, KepaJa Dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan berwenang 
mencabut Iziu Usahaoya. ,.; 



mengrsi Formulk Permohonan TDG dan dilampiri semua 
persyaratan administratif dengao menunjukan semua dokumen 
aslmya, yang terdi.ri dari: 
a. fotokopi Kartu Tanda 'Penduduk 'Pecnilik/Pengguna Gudang/ 

Pelaku Usaha yang berkewarganegaraan Indonesia, yang masih 
berlaku atau Fotokopi Pasport dan Keterangan lzin Tingga] 
Sementara (KlTAS) bagi Pelaku Usaha yang berkewarganegaraan 
asing; 

b. permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat 
Kuasa beserta fotokopi Kartu Tartda Pendudu.k pene.rima kuasa; 

c. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan peogesahan badan 
hukum dari pejabat yang berwenang beserta akta perubahannya 
apabila ada perubahan bagi Usahayang berbadan hukum; 

d. fotokopi lzin Prinsip Penanaman Modal untuk Gudaog bagi 
perusahaan Penananaman Modal Asing; 

e. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) beserta lampiran yang 
memuat gam.bar/denah gudang; 

f. fotokopi. SLF untuk bangunan gedung yang diwajibkan memiliki 
Sl.F oleb Pemerintah Daerab; 

g. pas foto 4X6 Pernohon sebanyak 3 (tiga) lembar; 
h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
i. fotokopi Izin Penyambungao JaJan Masuk (JPJM) bagi yang 

diwajibkan memiliki IPJM; dan 
J. menandatangani surat pemyataan yang telah disediakan oleh 

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
perizinan dengan disertai meterai yang cukup. 

(2) Kepa]a Dinas yang menyelenggarakan urnsan pemerintaban bidang 
perizinan berwenang menolak pecmohonan TOG apabila persyaratan 
sebagaimana climaksud pada ayat (1) tidak lengkap serta 
memeriutahkan Pemobon TDC'r untuk melengkapi semua 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dinas yang menyelengga:rakan urusan pemerintahan bidang perizman 
menerbitkan Bukti Tanda Pendaftaraa. apabila persyaratan 
sebagairoana d:imaksud pada ayat (1) telah Jengkap dan benar, 

(4) Apabila pennohonan beserta semua persyaratan adnrinistratif 
sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) telah lengkap clan benar, 
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan 
meJakukao rapat koo.rdinasi bersama Perangkat Daerab terkait untulc 
mendapat.kan rekomendas.i yang tertuang daJam Berita Acara sebagai 
bahan pertimbangan dalam menetapkan dikabulkan a.tau dilnlakn)'a 
pennohonan TOG. 

(5) Berdasarkao basil rapat koordinasi sebagaimana. dimaksud pada aJ-at 
(4), apab.ila dibut.uhkan verifikasi lapangan, Dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang petizinan bersama 
Perangkar Daerah terkait dapat me1aksanakao verifikasi lapangan. dan 
menerbitkan Berita Acara Verifikasi Lapang;an. 

(6) Berdasarkan basil rapat koo.rdinasi dan/atau verifikasi lapang;an 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), KepaJa Dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintaban bidang perizman paling Jama 
5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Bukti Tanda Pendaftaran 

I I 
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Bagian Ketiga 

Daftar Ulang TOO 
Pasal 14 

( 1) Pemilik/Pengguna Gudang/Pelaku Usaha wajib melakukan daftar 
ulang TOO setiap 5 (lima) tahun. 

(2j Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 
dikenai sanksi administratif: 
a. teguran/peringatan tertulis dengan disertai perintah untuk 

mengurus daftar ulang TOG; 
b. paksaan pemerintah yang berupa. pengbentian sementa:ra. 

kegiatan pergudangan; 
c. pembekuah sementara waktu izin usaha di bidang 

perdagangan; dan/atau 
d. pencabutan izin usaha di bidang perdagangan. 

(3) Kewenangan menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diserahkan Walikota kepada: 
a. Kepala Dinas untuk jenis sanksi administratif sebagairoaoa 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; 
b, Kepa)a Dinas yang menyelengg;mlkan urusan pemerintahan 

bidang perisinan untuk jenis sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d. 

(4) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis dengao disertasi 
perintab untuk mengurus TOG sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dilaksanakan secara bertahap: 
a. Teguran/Peringa.tan Tertulis l (Kesatu) untuk jangka waktu 10 

(seputuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya 
Teguran/Perioga.tan Tertulis I oleh Pelaku Usaha/ 
Pemilik/Pengguna/ Pengelola Gudang/ karyawan; 

Pasal 13 
Penerbitan TOO dapat dilakukan bersamaan deng;an penerbitan SLF 
untuk gedung yang diwajibkan memtli.ki SLF oleh Pe.merintab Daerah 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 
(1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peri?inan 

memberitahukan kepada Pemohon atas diterbitkannya TOO atau 
penolakan penerbitan TOO. 

(2) Penolakan penerbitan TOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disertai alasan yang menjadi dasar ditolaknya penerbitan TOO. 

(31 Tembusan penerbitan/penolakan penerbitan TDG dikirimkan 
kepada Dinas. 

sebagairnana dimaksud pada ayat (3) wajib menerbitkan/menolak 
penerbitan TOG. 
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PasaJ 15 
(1} Permohonan daftar ulang1DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajuk.an kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan 
pemerintaban bidang perizinan paling lambat l (satu) bu.Ian sebelum 
jangka waktu TOO berakhir. 

(2) Permohonan daftar uJang TOO sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 
dilakukan dengan cara mengisi Pormulir Pennohonan Daftar Ulang 
TOG dilampiri TOO asli dan semua persyaratan administratif 
dengan menunjukan semua dokumeo aslinya, yang terdiri dari: 

b. Teguran/Peringatan Tertuhs D (Kedua) untuk jangka waktu 10 
(sepuJuh) hari kalender sejak diterimanya Teguran/Peringa.tan 
Tertulis Tl oleh Pelaku Usaha/.Pemili.k/Pengguna/Pengclola 
Gudang/karyawan; dan 

c. Teguran f Peringatan Tertulis UJ (Ketiga) untuk jangka waktu 10 
[sepuluh] hari kalender sejak dite:rimanya Teguran/Peringatan 
Tertulis m oleh Pelaku Usaha/Pemilik/Pengguna/PengeJola 
Gudang/kaiyawan. 

(5) Sanksi ad.ministratif teguranj peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud pa.da ayat (4} dilakaanakan oleh Petuga.s Pengawas 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini. 

(6) Jika 'l'eguran/Peringatan Tertulie 10 (Ketiga} tidak ditaati, maka 
Pelaku Usaha/Pemilik/Pengguna Gudang dikenai sanksi 
administatif paksaan pemerintah yang berupa penghentian 
sementara kegiatan pergudangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b. 

(7) Pengcnaan Sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan cara: 
a, menyerahkan Keputusan Sanksi administratif Paksaan 

Pemerintah kepada Pelaku Usaha/Pemilik/Pengguna Gudang; 
dan 

b. meJakukan penandaan berupa pita kuning/ stiker / papan. 
{8) Jangka waktu penandaan/ pemberian tanda sanksi administratif 

sebagaimana dima.ksud pada ayat (7) huruf b berlaku sampai 
dengan TOG telab diterbitkan. 

(9) Apabila daJam waktu 30 (tiga puluh) bari kalender sejak 
penandaan berupa pita kuning/stiker/papan, Pelaku 
Usaha/Pemili.k/Pengguna Gudang tidak mengurus TOG, Petugas 
Pengawas melaporkan kepada Kepala Dinas, untuk mengusulkan: 
a. kepada Satuaa Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan 

penegakan hukum pidana sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; atau 

b. kepada Dinas yang me:nyelenggarakan urusan pemerintaban 
bidang perizinan untuk membekukan sementara wakm izin 
usahanya sampai dengan TOO diterbitkan. 

(10) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 
pembekuan i.zin usahanya, Pelaku Usaha/Pemilik/Pengguna 
Gudang tidak mengurus TOO, Kepala Dinas yang 
menyelenggarakao urusan pemerintahan bidang perizinan berwenaog 
mencabut Izin Usahanya. 
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Pasal 16 
(1) Dina.s yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perimJan 

memberitabu.kan kepada Pemohon atas diterbitkannya daftar ulang 
TOO atau penolakan penerbitan daftar ulang TOG. 

(2) Penolakan penerbitan daftar uJang TOO sebagai.mana ctimaksud 
pada ayat (1) disertai alasan yang menjadi dasar ditoJaknya 
penerbitan daftar ulang TDG. 

(3) Tembusan penerbitan/penolakan penerbitan daftar uJang TOO 
ctikirimkan kepada Dinas, 

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik/ Pengguna Gudang/ 
Pelalru Usaha yang berkewarganegaraan Indonesia, yang masih 
berlaku atau Fotokopi Pasport dan Keterangan Izin Tioggal 
Sernemara (KJTAS) bagi Pelaku Usaha yang berkewarganegaraan 
asing; 

b. permohonan yang dikua.sakan wajib dilengkapi dengan Surat 
Kuasa beserta fotokopi Kartu Tanda Pendudu.k penerima kuasa; 

c. Laporan kegiatan satu t:ahun terakhir; 
d. pas foto 4X6 Pernohon sebanyak 3 (tiga) lembar; 
e. menandatangani surat pernyataan yang telah dised:iakan oleh 

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
perizinan dengan disertai meterai yang cukup. 

(3) Kepala Dinas yang menyelen.ggarakan urusan pemerintahan bidang 
perizinan berwenang menolak permohonan daftar ulang TOO 
apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) tidak 
lengkap serta memerintahkan Pemohon TOO untuk melengkapi 
semua persyaratan tersebut, 

(4) Dinas )'ang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
perizinan menerbitkan Bukti Tanda Pendaftaran apabila 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan 
benar. 

(5) Apabila permohonan beserta semua pe:rsyaratan administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) telab lengkap dan benar, 
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
perizinan melaku.kan rapat koordinasi bersama semua Perangkat 
Daerah terkait untuk mendapatka.n rekomendasi yang tertuang 
daJam Berita Acara untuk menetapkan dikabu Ikan atau ditolaknya 
permohona.n daftar ulang TOO. 

{6) Berdasarkan basil rapat koon:l.inasi sebagaimana d:imaksud pada ayat 
{5}, apabila dibutuhkan veri.fikasi lapangan, Dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan bersama 
Perangkat Daerab terkait dapat melaksanakan verifikas.i Japangan dan 
menerbitkan Berita Acara Verifikasi Lapangan. 

(7) Berdasarkan basil rapat koordinas:i dan / atau verifikasi lapangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepa.Ja Dinas yang 
menyelengga:rakan urusan pemerintahan hidang perizinan paling 
lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Bukti Tanda 
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajil> 
menerbitkan/menolak penerbitan Daftar Ulang TOG. 



15 

Pasal 18 
(1) Pennohonan Pengganlian arau Perubahan TOO diajukan kepada 

Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pe.rizinan dengan cara mengisi Formulir Permobonan Penggantian 
atau Perubahan TOG dengan dilampiri TDC asli beserta semua 
persyaratan administratif d.engan menunjukan semua dokumen 
aslinya, yang terdiri dari: 
a. Iotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik/Pengguna Gudang/ 

Pelaku Usaha yang berkewarganegaraan Indonesia, yang masib 
berlaku atau Fotokopi Pasport dan Keterangan lzin TinggaJ 
Sementara (KlTAS) bagi. Pelaku Usaha yang berkewarganegaraan 
a sing; 

b. permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat 
Kuasa beserta fotokopi Karta Tanda Penduduk penerima kuasa; 

c. Surat Keterangan Kehilangan TOO dari instansi yang berwenang 
untuk Pemoboa yang kehilaagan TOG; 

d. Laporan kegiatan satu tahun terakhir; 
e. pas foto 4X6 Pemohon sebanyak 3 (tiga) lembar; dan 
t menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan oleb 

Oinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
perizinan dengan disertai meterai yang cukup. 

(2) Kepala Dinas yang menyelengg&akan urusan pemerintahan bidang 
perizinan berwenang menolak permohonan TOG apabila persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) tidak lengkap serta 
memerintahkan Pemohon TOO antuk melengkapi semua 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan 
menerbitkan Bukti Tanda Pendaftaran apabila persyara.tan 
sebagaimana dimaksud pada a.vat (1) telah lengkap dan benar. 

(4) Apabila permohonan beserta semua persyaratan administratif 
sebagaimana dimaks·ud pada ayat ( J) telah lengkap daa benar, 
Dmas yang menyelengga,akan urusan pemerintahan bidang perizinan 
melakukan rapat koordinasi bersama semua Perangkat Daerah 
terkait untuk menda.patkan rekomeodasi yang tertuang dalam 
Derita Acara untuk menetapkan dikabullcan atau ditolaknya 
permohonan Penggantian atau Perubahan TOO. 

(5) Berdasarkan basil rapat koordinasi sehagaimana dimaksud pada ayat 
(4), apabila dibutuhkan verifikasi Japangan, Dinas yang 
menyeleogg:arakan urusan pemerintahan bidang perizinan bersama 
Perangkat Daerab terkait dapat. melaksanakan verifikasi lapangan dan 
menerbitkan Berita Aca:ra Verifikasi Lapangan. 

Bagian Keempat 

Penggantian/Perubahan TOO 
Pasal 17 

Apabila terjadi kebilangan TDG/kerusakan dan/atau perubahan 
terhadap data dan informasi di dalam TOG, perrrili.k/pemegang TOG 
wajib mengajukan pennohonan penggantian atau perubahan TOG 
dengan mengembalikan TOG asli yang akan dirubah/dig;anti. 



Bagian Keeoam 
Sistem lnformasi 

Pasal 21 
(1) Dinas yang menyelenggprakan urusan _pemerintahan bidang perizinan 

mengembangkan Sistem lnformasi pelayanan TOG dengan sistem 
elektronik dan teknologi informasi yang memuat: 
a. syarat dan tata cam TOG; 
b. data jumlah TOG beserta jenis kegiatan perdagangan dan 

pemilik izin usaha yang terdiri dari: 
1. jumlah TOG yang telah diterbitkan; 
2. jumlab Daftar Ulang TOO yang telah diterbitkan; 
3. jumlab Perubahan/Peoggantian TOG yang telah diterbitkan; 

dan 
c. data jumlah peoulik/pemegang TOO yang telah melanggar 

Peraturan Walikota ini dan telah diberi sanksi administratif. 
(2) Bistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dao 

huruf b bersi.fat terbuka untuk publik dan dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-uodangan. 

(3) Dinas yang menyelenggarakan urusan _pemerintahan bidang perizinan 
roengelola data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 

Bagian Kellina 
Standar Pelayanan clan Standar Operasional Prosedur 

Pasal 20 
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan 
melaksanakan pelayaoan TOO sesuai dengan Standar Pelayanan dan 
Standar Operasional Prosedur yang telab ditetapkan. 

Pasal 19 
(l) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peri2inan 

mcmberitahukan kepada Pemohon atas diterbitkannya Peoggantian 
atau Perubahan TOG atau penolakan penerbitan Penggantian arau 
Perubahan 'l'DG. 

(2) Penolakan penerbitan Penggantian atau Perubahan TOO 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserta:i alasan yang menjadi 
dasar ditolaknya penerbitan TOO. 

(3) Tembusan Penerbitan/penolakan. penerbitan Penggantian atau 
Perubahan TDG dikirimkan kepada Dinas. 

(6) Berdasarkan hasi1 rapat koordinasi dan verifikasi. lapan~ 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizirum paling 
Iambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkanoya Bukti Tanda 
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
menerbitkan/menolak penerbitan TOO, 



a. teguran/peringatan tertulis dengan disertai perint.ab untuk 
mentaati semua kewajtban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l}; 

b. paksaan pemerintab yang berupa penghentian sementara 
kegiatan pergudangan; 

c. pembekuan sementara waktu izin usaha di bidang 
perdagangan; dan/atau 

d. pencabutan izin usaha di bidang perdaga:ngan. 
(3) Kewenangan menjatu.bkan sanksi administratif seba.gaimana 

dimaksud pada ayat (2) diserahkan Walikota kepada: 
a. Kepala Dinas untuk jenis sanksi adrninistratif sebagai.mana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hurufb; 
b. Kepa}a D.inas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang perizinan untuk jenis sa.nksi admi.nistratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d. 

(4) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis dengan disertasi 
perintah sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilaksanakan secara bertahap: 
a. Teguran/Peringatan Tertulis I (Kesatu) untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya 
Teguran/Perin.gatan Tertulis I oleh Pelaku Usaha/ 
Pemilik/ Pengguna/Pengelola Gudang/kacyawan; 

b. Tegu.ran/Pe.ringatan Tertulis U (Kedua) untuk jangka waktu 10 
[sepuluh] hari kalender sejak diterimanya Teguran/Peringatan 

I ., 

Pasal23 

(1) Setiap pemegang TOG berkewajiban: 
a. mentaati semua persyaratan yang termuat daJam TDG sesuai 

ketentuan peraturan perundang-un.dangan; 
b. rnenyelenggarakan pencatatan administrasi gudang paling 

sedikit mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang 
masuk dan yang keluar dari Gudang sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Walikota ini dan pedoman yang telah 
ditetapkan Menteri; dan 

c. memberi.kan data dan informasi rnengenai ketersediaan barang 
yang ada di Gudang mihknya jika diminta Dinas, 

(2) Pelangga:ran atas ketentuan sebagaimana climaksud pada ayat ( l) 
dikenai sanksi administratif: 

BABIV 

HAK, KEWAJlBAN, DAN LARANGAN 

Pasa122 
Set.iap pemilik/pemega:ng TOG berhak melaksanakan kegiatan 
pergudangan sesuai dengan ketentuan TOG dan peraturan perundang­ 
undangan. 

huruf c sebagaj bahan/data dalaro kegiatan pengawasan., 
pengendalian, dan penegakan hukum yang dapat diakses Dinas. 
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Pasa.l 24 

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b 
diselenggarakan dalam bentuk Buku atau Sistem EJektronik 
Administrasi Gudang. 

(2) Buku atau Sist.em Elektronik Administrasi Gudang sebagairoana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 
a. pemilik barang; 
b. jenis/kelompok barang; 

(91 Apabila dalam waktu 30 (tiga pulub) hari kalender sejak 
penandaan berupa pita kuning/stiker/papan, .Pe1aku 
Usaha/Pemilik/Pengguna Gudang tidak mentaati semua 
kewajiban sebagalmana dimaksud pada ayat (1), Petugas 
Pengawas melaporkan kepada Kepala Dinas, uo:tuk mengusulkan: 
a. kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan 

penegakao bukum pidana sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undaogao; atau 

b. kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang perizinan untuk membekukao sementarn waktu. izin 
usahanya saropai dengan 1'DG ctiterbitkan. 

(101 Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh] hari kalender sejak 
pembekuan izin usahanya, Pelalru Usaha/Pemilik/Pengguna 
Gudang tidak mentaati semua kewajiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusa.n 
pernerintahan bidang perizinan berwenaog mencabut lzin Usahanya. 

Tertulis II oleh .Pelaku Usaha/Pemilik/.Peogguna/.Pengelola 
Gudang/ka:ryawan; dan 

c. Tegu.ran/Peringatan Tertulis m (Ketiga) untuk jangka waktu 10 
(sepuluh) hari kalender sejak diterimanya Teguran/Peringatan 
Tertulis m oleh Pelaku Usaha/Pemilik/Pengguna/Pengelola 
Gudang/ka:ryawan. 

(5) Sanksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Petagas Pengawas 
scbagaimana dimaksud dalam Pera.tu.ran Wa)jkota ini. 

(6) Jika Teguran/Peringatan Tertulis Ll1 (Ketiga) tidak ditaati, maka 
PeJaku Usaha/Pemilik/Pengguna Gudang dikenai sanksi 
administatif paksaan pemerintah yang berupa penghenlian 
sementara kegiatan pergudangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b. 

(7) Pengenaan Sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan cara: 
a. menyerahkan Keputusan Sa:nksi administratif .Paksaan 

Pemerintah kepada Pelaku Usaha/Pemilik/Pengguna Gudang; 
dan 

b. melakukan penandaan berupapita kuning/stiker/papan. 
(8) Jangka waktu penaudaan/pemberian tanda saoksi admioistratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) buruf b berlaku sa.mpai 
dengan semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (l} 
telah dilaksanakan, 
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Pasal 27 

(1) Setiap pemilik/pemegang TOG dilarang melaksanakan kegiatan 
a. merubab dan/at.au memperluas gudang ~pa TOG; dan/atau 
b. menjalankan kegiatan pergudan.gan yang tidak sesuai dengan 

TDG. 
(2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenai sanksi administratif: 
a. teguran/ peringatan tertulis dengan disertai perintah untuk 

menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l); 
b. paksaan pemerintah yang berupa penghentian sementara 

kegiatan pecgudangan; 
c. pembekuan sementara wakru izin usaha di bidang 

perdagangan; dan/atau 
d. pencabutan izin usaha di bidang perdagangan. 

Pasal26 
Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 dik:ecuali.kan terhadap: 
a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan Sistem 

Resi Gudang; dan 

b, Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara 
hagi jasa pengiriman barang. 

PasaJ 25 
(ll Setiap pemilik/pemegang TDG yang menyimpan barang kebatuhan 

pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikao Laporan 
Pencat.atan Administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Da1am Negeri 
dengan tembusan kepada Oubernur melaJui Dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintaba:n bidang Perdagangan Prorinsi 
dan kepada Wahl<0ta melalui Dinas. 

(21 Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang ditetapkan 
sebagai barang penting berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan. 

{3} Penyampaian Laporan Pencatatan Administrasi Gudang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (ll disampaikan secara manual 
atau elektronik sesuai ketentuan peraruran perundang-undangan. 

c. tangga) rnasuk ba:rang; 
d. tanggal keluar barang; dan 
e. sisa yang tersimpan di gudang (stok). 

(3) Buku atau Sist.ern Elektrooik Administrasi Gudang wajib tersedia 
dan diperlihatkan kepada petugas pengawas apabila diperlukan 
Dinas dalam melaksanakan pengawasan, 



(3) Kewenangan menjatubkan sanksi administratif sebag.ai.mana 
dimaksud pada ayat (2) diserahkan Walikota kepada: 
a. KepaJa Dinas untuk jenis sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; 

b. Kepala Dinas yang menyelen~ urusan pemerintahan 
bidang perizinan untuk jenis sanksi administratif sebagairoana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dan buruf d. 

(4) Sanksi ad:ministratif teguran/peringatan tertulis dengan disertasi 
perintah sebagajmana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilaksanakan seeara bertahap: 
a Teguran/Peringatan Tertulis I (Kesatu) untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) hari kalender t.erhitung sejak diterimanya 
Tegu.ran/Peringatan Tertulis 1 oleh Pelaku Usaha/ 
Pennlik/Pengguna/Pengelola Gudang/karyawan; 

b. Teguran/Peringatan Tertulis ll [Kedua] untuk jangka waktu 10 
[sepuluh) bari kalender sejak diterimanya Tegurao/Peringatan 
Tertulis 11 oleh Pelak:u Usaha/Pemilik/Pengguna{Pengelola 
Gudang/karyawan;dan 

c. Teguran/Peringa.tan Ter.tulis Ill (Ketiga.) untukjangka waktu 10 
(sepuluh) hari kalender sejak diterimanya Teguran/Peringatan 
Tertulis III oleh Pelaku Usaha/Pemilik/Pengguna/Pengelola 
Gudang/kruyawan. 

(5) Saoksi administratif teguran/peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud _pada ayat (4) dilaksanakan ole.h Petugas Pengawas 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini. 

(6) Jika Tegu.ran/Peringatan Tertulis ill (Ketiga) tidak ditaati, maka 
Pelaku Usaha/Pemilik/Pengguna Gudang dikenai sanksi 
administatif paksaao pemerintah yang berupa penghentian 
sementara kegiat.an pergudangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b. 

(7) Pengenaan Sanksi ad.m.inist:ratif paksaan pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dilak:sanakao dengan cara: 
a menyerahkan Keputusan Sanksi administratif Paksaan 

Pemerintah kepada Pclaku Usaba/Pemilik/Pengguna Gudang; 
dan 

b. melakukan penandaan berupa pita kuning/stiker/papan. 
(8) Jangka waktu penandaan/pemberian tanda saoksi admioistratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (71 huruf b berlaku sampai 
dengan semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
telah dilaksanakan. 

(9) Apabila dalaro waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 
penandaan berupa. pita kuning/sti.ker/papan, Pelaku 
Usaha/Pemilik/Pengguna Gudang tidak mentaati semua 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas 
Pengawas melapo.rkao kepada Kepala Dinas, untuk meogusalkan: 
a. kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan 

penegakan hukum pidana sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; atau 



BABVl 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa129 
(1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan Dinas 

Perdagangan secara insidentil maupun periodik. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dalam bentuk 
a. pelatihan; 
b. konsultasi; dan 
c, kunjungan Japangan. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud _pa.da ayat (I) dilaksanakan 
dalam bentuk: 
a. pengawasan administratif; dan 
b. pengawasan teknis. 

(4) Pengawasa:n sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 
mela1ui kegiatan: 
a. pendataan; 
b. pemantauan; 
c, _pelaporan; dan 
d. evaluasi. 

(5) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada. 
ayat ( 1) dilaksanakan perugas yang clitunjuk Kepala Dinas. 

BABV 
PELAPORAN 

Pasal 28 
(1) Kepala Dinas Perdagangan wajib melaporkan rekapitulasi 

perkemba.ngan penerbitan TOG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepa.da 
DirektUr Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan 
kepada Gubernur melalui Dinas Perdagangan Provinsi. 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaksanakn seca.ra manual atau elektronik sesuai ketentuan 
peraturan penmdang-undangan. 

b. kepada Dinas yang menyelengga:rakan urusan pemerint.ahan 
bidang perizinan untuk membekukan sementa:ra waktu izin 
usahanya sampai dengan TIX) dfterbitkan. 

(10) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 
pembekuan izin usahanya. Pela.ku Usaha/Pemilik/Pengguna 
Gudang tidak ment.aati semua, kewajiba.n sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), KepaJa Dinas yang menyelengfp.rakan urusan 
pemerintahan bidang perizinan berwenang mencabut mn Usahanya. 



Pasal 33 
Hasil pengawasan teknis yang dilakukan Petugas Pengawas menjadi 
dasar untu.k melaksanakao: 
a. pembinaan; 
b. penjatuhan sanksi administratif; dan/atau 
c. _penjatuhan sanksi piclana sesuai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

Pasal 32 
(1) Petugas Pengawas menyusun Serita Acara Hasil Pengawasan Teknis 

dan melaporkan secara tertulis kepada Kepa]a Dinas atas basil 
pengawasan yang telah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bari kerja 
setelah pengawasan diJaksaoakan. 

(2) Bentuk/fonnat Serita Acara Hasil Pengawasan Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) ditetapkan Kepala Dinas. 

Bagian Ketiga 
Pengawasan Teknis 

Pasal 31 
(1) Dinas melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan 

pe.rgudangan dalam rangka pentaatan bagi pemilik/ pemegang TOG 
atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan. Walikota ini. 

(2) Petugas Pengawas berwenang: 
a. meminta keterangan; 
b. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan 

yang diperlukan; 
c. memeriksa kesesuaian TOG dengan kegiatan gudang; 
d. memasuki tempat usaha; dan 
e. memotret. 

(3) Pemilik/Pemegang TDG/pengelola/kacyawan: 
a. dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pengawasan teknis; 
b, memberikan keterangan yang diperlukan; dan 
c. menyampaikan/menunjukan dokumen yang diperlUkan. 

Pasal 30 
Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 
(3) huruf a dilaksanakan dalam rangka pentaat.an pemilik/ pemegan_g 
TOG untuk m.elaksanakan pendaftaran ulang TOG atau mela.kukan 
perubahan/penggantian TDG sesuai ketentuan yang diarur dalam 
Peraturan Walikota ini. 



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ~ 0 t NOMOR .-4"'1 

.Diundangkan di Semarang 
pad.a tangga) J l 
SEKRETARJS DAERAH 

~ 

HENDRAR PRIHA.Dl 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 11 _ bt! r :, C> 1 
W SEMARANG 

. .\gar setiap orang mengetahuinya, memerim:ahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya daJam Berira Daerah 
Kota Semarang. 

BABIX 
f..'ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 
Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VIJJ 
KETENTIJAN LAIN-LAIN 

Pasal 34 
Dikecualikan dari ketentuan Peraturan Walikota ini untuk: 
a. usaha gudang yang berada pad.a kawasan berikat: 
b. gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran. yang digunakan 

sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran. 


